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<b>ABSTRAK</b><br>

Pemilihan Umum sebagai sarana pel aksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat
undang-undang. Disamping mengatur tentang bagai mana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat
undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman
pidana beserta proses penyel esaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk
mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding
sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan
banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi
dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkaratindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan
membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan
untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat
diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa
yang dijamin oleh undang-undang.
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<b>ABSTRAK</b><br>

General Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators.
Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation
which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures.
This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal
against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal
mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data
studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by
observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result
of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be
appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant.
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